
Universitas Kristen Maranatha

 118 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.   Simpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan terhadap PT. 

Metroperdana Trade Centre mengenai analisis penerapan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan serta didukung oleh data-data yang diperoleh selama 

penelitian dan teori-teori yang ada, maka penulis dapat memberi simpulan 

sebagai berikut: 

1. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang 

dikenakan kepada pihak yang memperoleh hak atas tanah dan atau 

bangunan, yang dimaksud dengan pihak tersebut adalah pembeli/ 

konsumen. 

Pada penjualan ruko MTC, biaya BPHTB yang seharusnya ditanggung 

konsumen karena membeli unit ruko, sudah termasuk dalam harga ruko 

yang ditawarkan oleh pihak perusahaan. Namun perusahaan tidak 

menjurnal beban BPHTB karena merupakan tanggungan konsumen. Salah 

satu tujuannya adalah untuk menarik minat konsumen dipandang dari sisi 

psikologis, karena konsumen tidak lagi diharuskan mengurus dan 

membayar BPHTB kepada negara.  

Salah satu contoh transaksi adalah Tuan X yang membeli ruko seharga Rp 

494,875,000 (sudah termasuk BPHTB), dimana harga sebelum dikenakan 

BPHTB adalah Rp 475,000,000. Ditetapkan nilai NPOPTKP untuk daerah 
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Bandung adalah Rp 30,000,000. Tuan X mendapat potongan harga 10% 

karena membeli ruko secara tunai dan bangunan telah selesai dibangun. 

Maka perhitungan BPHTB jika dihitung dari harga jual ruko sebelum 

dikenakan BPHTB adalah  

= % BPTHB x [{Harga awal  – (discount x  harga awal)} – NPOPTKP] 

=        5% x      [{475,000,000 – (10% x 475.000.000,00)}- 30.000.000,00] 

 = Rp 19,875,000. 

Kemudian BPHTB ini ditambahkan pada harga jual ruko, menjadi 

Rp 475,000,000 + Rp 19,875,000 = Rp 494,875,000. 

Jadi Tuan X membeli ruko dengan harga transaksi Rp 494,875,000 sudah 

termasuk BPHTB, tetapi belum termasuk PPN. 

 

2. Prinsip pengakuan pendapatan yang terjadi pada saat transaksi penjualan  

PT. Metroperdana Trade Centre, sudah berdasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti dijelaskan pada 

Bab IV, undang-undang yang digunakan oleh MTC meliputi: 

a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek 

Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan 

Bangunan.  

b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  

516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai 

Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak BPHTB yang besarnya 
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ditetapkan secara regional paling banyak Rp 60.000.000,00, namun 

untuk Kabupaten/Kota Bandung ditetapkan Rp 30.000.000,00. 

Sedangkan untuk perolehan hak karena wasiat, atau hibah wasiat yang 

diterima orang pribadi dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bawah, ditetapkan paling 

banyak Rp 300.000.000,00 

c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

517/KMk.04/2000 tentang Penunjukkan Tempat dan Tata Cara 

Pembayaran BPTHB. Tempat yang digunakan sebagai tempat 

pembayaran BPHTB PT. MTC ini adalah kantor pos atau bank badan 

usaha milik Negara atau Daerah. 

d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

566/KMK.04/1999 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang 

Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan atau Pengalihan Hak 

atas Tanah dan atau Bangunan, yang dimaksud dengan Wajib Pajak 

Badan termasuk koperasi yaitu Wajib Pajak yang melakukan transaksi 

penjualan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebagai 

barang dagangannya. 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1997 

tentang Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak atas Tanah dan 

atau Bangunan. Dalam hal ini, yang menyampaikan pelaporan atau 

pemberitahuan tersebut adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris 

atau Kepala Kantor Lelang. 
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f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2000 

tentang Penentuan besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena 

Pajak BPHTB. 

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 

tentang Penentapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk 

Penghitungan Pajak bumi dan Bangunan. Yang ditetapkan serendah-

rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Obyek 

Pajak. 

h. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.6/2001 tentang 

Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak PBB 

dan Perubahan Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak 

BPHTB Untuk Tahun Pajak 2002. 

i. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ.6/2000 tentang 

Penerapan NPOPTKP Dalam Penghitungan BPHTB Terutang. 

j. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-48/PJ.06/2000 

tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak PBB dan Tata Cara 

Pelaksanaan Penagihan PBB dan BPHTB. Surat Tagihan tersebut 

merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB 

untuk melakukan tagihan pajak yang terutang. 

k. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-182/PJ./2000 tentang 

BPHTB atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang 

Digunakan untuk Kepentingan Ibadah atau Kegiatan 

Sosial/Pendidikan. Bahwa tidak dikenakan BPHTB bagi tanah dan atau 
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bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah (masjid, musholla, 

gereja, wihara, pura, pondok pesantren). Dan bagi tanah dan atau 

bangunan yang digunakan untuk kegiatan sosial/pendidikan, diberikan 

pengurangan BPHTB sebesar 50%. 

l. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-55/PJ.42/1999 tentang Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak Badan yang Usaha Pokoknya Melakukan 

Transaksi Penjualan atau pengalihan Hak atas Tanah dan atau 

Bangunan.  

 

3. PT. Metroperdana Trade Center juga mengakui pendapatan dengan metode 

deposit (deposit method), dimana penjual tidak mengakui pendapatan atas 

transaksi penjualan unit real estate, penerimaan pembayaran oleh pembeli 

dibukukan sebagai uang muka. Perusahaan tidak mengakui adanya 

pendapatan sebelum dilakukan penandatanganan persetujuan Akta Jual 

Beli (AJB). Pendapatan atau penghasilan yang diterima dari booking fee 

maupun angsuran-angsuran uang muka akan dianggap sebagai Uang 

Muka, pada jurnal perusahaan disebut Uang Titipan Konsumen. Maka 

metode tersebut dapat berpengaruh terhadap Laporan Rugi Laba 

perusahaan, yaitu tidak timbulnya pendapatan bersih (penjualan) akibat 

transaksi pada periode tersebut, karena pendapatan akan dicatat untuk 

diakui jika telah dilakukan perikatan Akta Jual Beli (AJB) antara pembeli 

dan pihak developer di hadapan Notaris. Maka, timbul Uang Muka di 

Neraca (atau disebut juga Uang Titipan Konsumen) sebagai akibat dari 



Universitas Kristen Maranatha

 123 

pembayaran-pembayaran konsumen atas booking fee maupun angsuran-

angsuran yang dibayar. 

 

4. Koreksi fiskal adalah perbedaan antara laba (rugi) menurut perhitungan 

akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, bertujuan untuk meningkatkan 

laba perusahaan dengan, mengurangi biaya-biaya yang tidak berperan atau 

tidak berpengaruh bagi proses pengembangan pembangunan. 

Pada PT. Metroperdana Trade Center, terdapat biaya-biaya yang harus 

dikurangkan atau dikoreksi, di antaranya: 

a. Beban lain-lain pada beban pemasaran. Beban lain-lain disini tidak 

dirinci oleh perusahaan , maka penulis menganggap beban ini tidak 

berpengaruh pada proses pembangunan perusahaan, maka dari itu 

dilakukan koreksi terhadap beban lain-lain sejumlah 

 Rp 7.935.862,65. 

b. Pada beban administasi dan umum, terdapat beberapa biaya yang 

harus dibebankan/dikoreksi, antara lain: 

- biaya representasi & entertainment = Rp 11,542,950.00 

- biaya parcel      = Rp      927,550.00 

- beban lain-lain (yang tidak dirinci)  = Rp10,523,157.00 

- biaya sumbangan       = Rp  8,284,900.00 

- biaya pengobatan       = Rp  7,697,300.00 

- biaya koran       = Rp     261,000.00 

    = Rp 39,236,857.00  
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Pada laporan akuntansi komersial periode 30 September 2008, laba yang 

didapat perusahaan adalah Rp 564,994,787.06, namun setelah 

dilakukannya koreksi fiskal, maka laba perusahaan dapat bertambah 

menjadi Rp 612,167,506.71. Dengan kesimpulan kenaikan jumlah laba 

sebesar Rp 47,172,719.65. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan analisis pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan 

di atas, penulis berpendapat bahwa perusahaan sudah baik dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya dan sudah mengikuti perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia, terutama dalam hal pengakuan pendapatan serta 

pelaksanaan kewajiban perpajakannya dalam hal perhitungan dan pembayaran 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun ada beberapa 

hal yang ingin penulis sarankan agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pihak perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan atau meningkatkan 

penjualan ruko di PT. Metroperdana Trade Center. Saran-saran tersebut adalah 

sebagai berikut : 

(1). Bagi Perusahaan: 

1. Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan atau menekan 

pengeluaran-pengeluaran yang tidak banyak berpengaruh dalam 

pengembangan pembangunan, seperti, menekan biaya representasi dan 

entertainment.  
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2. Perusahaan harus lebih merinci biaya lain-lain yang terdapat pada 

biaya pemasaran dan biaya administrasi & umum, sehingga dapat 

diketahui apakah biaya tersebut dapat dibebankan atau tidak. Bila 

biaya tersebut dapat dibebankan, maka laba perusahaan dapat 

ditingkatkan dengan adanya koreksi fiskal. 

3. Diharapkan dengan adanya perencanaan pajak, perusahaan dapat 

memanfaatkan selisih yang dihasilkan oleh pelaksanaan perencanaan 

pajak untuk hal-hal yang bermanfaat bagi perkembangan usaha 

pembangunan perusahaan. 

(2). Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

ini dengan variable yang lebih kompleks dan obyek penelitian yang 

berbeda. 

 


